
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 1 TAHUN 2023 

TENTANG 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Pelaporan Gratifikasi, perlu diatur kembali ketentuan 
mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan 
Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 
Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 47 Tahun 2018 tentang Perubahan tas 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan, sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan dan perkembangan hukum mengenai 
pelaporan gratifikasi, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan i Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 815); 

9. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, 

barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang 
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 
tanpa sarana elektronik. 

2. Pegawai Negeri Kementerian Perhubungan yang selanjutnya 
disebut Pegawai Negeri adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, 
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan, dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau orang yang 
menerima gaji atau upah dan i keuangan negara berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan 
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

4. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi. 

5. Pelapor Gratifikasi selanjutnya disebut Pelapor adalah 
Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan gratifikasi. 
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6. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan 
sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan 
atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan 
memenuhi kewajaran atau kepatutan. 

7. Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal 
instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait 
kedinasan. 

8. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 
UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat 
yang berwenang pada kementerian. 

9. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang 
melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang transportasi. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang transportasi. 

BAB II 
LAPORAN GRATIFIKASI 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 2 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima 
Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima. 
Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai Negeri 
atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi. 
Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut: 
a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, 

bapak/ ibu/ mertua, suami/ istri, anak/ menantu, anak 
angkat/ wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, 
kakak/ adik/ ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang 
tidak terdapat konflik kepentingan; 

b. keuntungan atau bunga dan i penempatan dana, 
investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku 
umum; 

c. manfaat dan i koperasi, organisasi kepegawaian atau 
organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang 
berlaku umum; 

d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada 
peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, 
workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, 
yang berlaku umum; 

e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar 
lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau 
so sialisasi yang menggunakan logo atau pesan 
sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik 
kepentingan dan berlaku umum; 

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dan i kejuaraan, 
perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya 
sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; 



g. penghargaan balk berupa uang atau barang yang ada 
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang 
diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

h. hadiah langsung/undian, diskon/ rabat, voucher, point 
rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak 
terkait kedinasan; 

i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan 
kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan 
kewajibannya, sepanjang tidak terdapat konflik 
kepentingan, dan tidak melanggar peraturan / kode etik 
pegawai/ pejabat yang bersangkutan; 

j kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan 
seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan 
pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya 
yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang 
tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik 
benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan 
yang berlaku di instansi penerima; 

k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam 
acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, 
kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau 
upacara adat/ agama lainnya, pisah sambut, pensiun, 
promosi jabatan; 

1. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, 
kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau 
upacara adat/ keagamaan lainnya, dengan batasan nilai 
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 
pemberi; 

m. pemberian terkait musibah/ bencana yang dialami oleh 
din i penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak/ ibu, 
mertua, dan/ atau menantu penerima gratifikasi 
sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan 
memenuhi kewajaran atau kepatutan; 

n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah 
sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun 
yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya 
paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu 
rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total 
pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) dalam 1 (satu) tahun dan i pemberi yang sama, 
sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan; 

o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk 
uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait 
kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua 
ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan 
total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu 
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dan i pemberi yang 
sama; 

p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku 
umum; dan 

q. pemberian cinderamata/plakat kepada instansi dalam 
rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di 
dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak 



diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau 
penyelenggara negara. 

Pasal 3 
(1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

ayat (1) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada: 
a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 

kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi; atau 
b. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 
Gratifikasi diterima. 

(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib 
meneruskan laporan Gratifikasi kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi 
diterima. 

(3) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengisi formulir yang 
paling sedikit memuat informasi: 
a. identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, 

nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; 
b. informasi pemberi Gratifikasi; 
c. jabatan Penerima Gratifikasi; 
d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; 
e. uraian Gratifikasi yang diterima; 
f. nilai Gratifikasi yang diterima; 
g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan 
h. bukti, dokumen, atau data dukung terkait laporan 

Gratifikasi. 
(4) Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau 
aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

(5) Mekanisme pelaporan dan formulir laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Menteri 
m i. 

(6) Pelapor wajib menyertakan obyek Gratifikasi dalam laporan 
Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk 
kepentingan verifikasi dan reviu/analisis. 

Pasal 4 
UPG dapat meminta keterangan kepada Pelapor, terkait 
kelengkapan pelaporan, sebagai berikut: 
a. kronologi penerimaan/penolakan Gratifikasi; 
b dugaan motif dan i pemberian Gratifikasi; 
C kelengkapan data din i pihak pemberi Gratifikasi beserta 

afiliasinya; dan 
d. hal lain berkaitan dengan data yang belum terisi lengkap pada 

kolom formulir pelaporan. 

Pasal 5 
(1) Dalam hal obyek Gratifikasi dalam bentuk makanan 

dan/ atau minuman yang mudah rusak, obyek Gratifikasi 
dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG 
kepada pihak pemberi Gratifikasi. 



(2) Dalam hal obyek Gratifikasi dalam bentuk makanan 
dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditolak untuk 
dikembalikan kepada pelapor, obyek Gratifikasi dapat 
disalurkan sebagai bantuan sosial. 

(3) Penyaluran obyek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), didokumentasikan dalam bentuk rekaman 
foto/video sebagai bukti penyalurannya. 

BAB III 
PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI 

Pasal 6 
Penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dilaksanakan dengan tahapan: 
a. administrasi laporan Gratifikasi; 
b. verifikasi laporan Gratifikasi; 
c. analisis laporan Gratifikasi; 
d. penetapan status laporan Gratifikasi; dan 
e. memasukan pada aplikasi Gratifikasi online. 

Pasal 7 
(1) Laporan Gratifikasi yang telah diterima, dilakukan verifikasi 

untuk memeriksa kelengkapan laporan. 
(2) Kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan kelengkapan informasi yang termuat dalam 
formulir laporan Gratifikasi termasuk obyek Gratifikasi yang 
wajib disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(6). 

(3) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan lengkap dilanjutkan ke 
tahap analisis laporan Gratifikasi dengan menggunakan 
daftar centang (checklist) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri m i. 

(4) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan tidak lengkap, 
disampaikan/diinformasikan kepada Pelapor untuk 
dilengkapi. 

(5) Laporan Gratifikasi UPG eselon I/UPG unit pelaksana teknis 
yang disampaikan kepada UPG utama, dalam jangka waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan 
Gratifikasi. 

(6) Laporan Gratifikasi disampaikan kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi Gratifikasi online 
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
diterima laporan Gratifikasi oleh UPG. 

Pasal 8 
(1) Obyek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan Gratifikasi 

yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat (6), diterima sebagai titipan pada UPG. 

(2) Penitipan obyek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diberikan dengan tanda terima. 

(3) Jangka waktu penitipan obyek Gratifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), sampai dengan penetapan status 
dari Komisi Pemberantasan Korupsi. 
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Pasal 9 
Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 10 
(1) UPG menyampaikan Surat Penetapan status kepemilikan 

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada 
Penerima Gratifikasi. 

(2) Dalam hal Gratifikasi ditetapkan statusnya menjadi milik 
negara, Pelapor wajib menyerahkan obyek Gratifikasi kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi atau kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja sejak penetapan status sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9. 

BAB IV 
KOMPENSASI 

Pasal 11 
(1) Pelapor dapat menyampaikan kompensasi obyek Gratifikasi 

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG. 
(2) Atas persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi, obyek 

Gratifikasi dapat dikompensasi dengan syarat: 
a. obyek Gratifikasi dalam bentuk barang atau fasilitas; 
b. pelapor kooperatif dan beritikad baik; dan 
c. pelapor bersedia mengganti dengan sejumlah uang 

sebesar yang senilai dengan barang yang dikompensasi. 

BAB V 
HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR 

Pasal 12 
Pelapor berhak untuk: 
a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam 

pelaporan Gratifikasi; 
b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; 

dan 
c. memperoleh perlindungan. 

Pasal 13 
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c 
berupa: 
a. kerahasiaan identitas pelapor dalam hal diperlukan; dan 
b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi. 



BAB VI 
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

Pasal 14 
(1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian 

dilaksanakan oleh Menteri. 
(2) Menteri dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Inspektorat 
Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan 
pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian. 

(3) Dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Menteri membentuk UPG yang 
terdiri atas: 
a. UPG utama; 
b. UPG Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan 

Badan; dan 
c. UPG unit pelaksana teknis. 

(4) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan: 
a. keputusan Menteri untuk UPG utama; 
b. keputusan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan 

Kepala Badan untuk UPG eselon I; dan 
c. keputusan kepala kantor unit pelaksana teknis terkait 

untuk UPG unit pelaksana teknis. 
(5) Keputusan pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) memuat ketentuan paling sedikit: 
a. susunan keanggotaan; dan 
b. tugas pengendalian Gratifikasi di lingkungan 

Kementerian. 
(6) Contoh format pembentukan UPG sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Menteri m i. 

(7) UPG yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), harus menyusun program pengendalian Gratifikasi dan 
menyampaikan laporan realisasinya secara berjenjang setiap 
triwulan sekali. 

(8) Selain melaksanakan pengendalian Gratifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b, UPG Utama melaksanakan 
pengendalian Gratifikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. 

Pasal 15 
(1) UPG utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) 

huruf a, memiliki keanggotaan terdiri atas: 
a. penanggung jawab; 
b. ketua merangkap anggota; 
c. wakil ketua merangkap anggota; 
d. sekretaris merangkap anggota; dan 
e. anggota. 

(2) Kriteria susunan keanggotaan UPG utama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. penanggung jawab dijabat oleh Inspektur Jenderal; 
b. ketua UPG utama dijabat oleh Sekretaris Inspektorat 

Jenderal; 
c. wakil ketua UPG utama dijabat oleh Inspektur; 
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d. sekretaris UPG utama dijabat oleh Kepala Bagian atau 
Koordinator Wilayah Auditor di lingkungan Inspektorat 
Jenderal; dan 

e. anggota UPG utama terdiri dan i unsur: 
1. pejabat fungsional tertentu; dan/atau 
2. pejabat pelaksana di lingkungan Inspektorat 

Jenderal 
(3) UPG utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. mengoordinasikan program pengendalian Gratifikasi 

dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di 
lingkungan Kementerian; 

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengendalian 
Gratifikasi; 

c. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan 
untuk pelaporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian; 

d. menerima, memverifikasi, menganalisis dan 
mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi; 

e. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan 
Gratifikasi, dalam hal pegawai melaporkan penolakan 
Gratifikasi; 

f. meneruskan laporan penolakan Gratifikasi kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi; 

g. melaporkan rekapitulasi penerimaan dan penolakan 
Gratifikasi secara periodik kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 

h. menyampaikan hasil pengelolaan penerimaan dan 
penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan 
pengendalian Gratifikasi kepada Menteri; 

i. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada 
internal dan eksternal Kementerian; 

j. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai 
dengan adanya penetapan status barang oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 

k. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka 
pengendalian Gratifikasi; 

1. melaksanakan pengendalian Gratifikasi di lingkungan 
Inspektorat Jenderal; dan 

m. menyusun dan mengembangkan sistem berbasis 
teknologi informatika dan komunikasi mengenai 
pelaporan dan/atau pencatatan berkoordinasi dengan 
unit terkait. 

(4) UPG eselon I sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) 
huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. mengoordinasikan penyusunan program pengendalian 

Gratifikasi dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di 
lingkungan UPG eselon I dan UPG unit pelaksana teknis 
di lingkungan kerjanya; 

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan UPG 
utama dalam pengendalian Gratifikasi; 

c. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan 
untuk pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya; 

d. menerima, memverifikasi, menganalisis dan 
mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi; 
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e. menerima dan mengadministrasikan laporan 
penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri 
melaporkan penolakan gratifikasi; 

f. meneruskan laporan penolakan Gratifikasi kepada UPG 
utama, apabila belum memiliki admin akun Gratifikasi 
online UPG; 

g. melaporkan rekapitulasi dan hasil pengelolaan 
penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik 
per triwulan kepada UPG utama dan UPG eselon I; 

h. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada 
internal dan eksternal di lingkungan kerjanya; 

i. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai 
dengan adanya penetapan status barang oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 

j. menyampaikan hasil penetapan status Komisi 
Pemberantasan Korupsi atas laporan Gratifikasi kepada 
Pelapor, dengan tembusan kepada UPG utama; 

k. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka 
pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerjanya; dan 

1. menyampaikan laporan realisasi program pengendalian 
Gratifikasi per triwulan kepada UPG utama. 

UPG unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 14 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan UPG 

utama dan UPG eselon I dalam pengendalian Gratifikasi; 
b. menyusun program pengendalian Gratifikasi UPG unit 

pelaksana teknis; 
c. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan 

untuk pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya; 
d. menerima, memverifikasi, menganalisis dan 

mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi; 
e. menerima dan mengadministrasikan laporan 

penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri 
melaporkan penolakan Gratifikasi; 

f. meneruskan laporan penolakan Gratifikasi kepada UPG 
utama atau UPG eselon I, apabila belum memiliki akun 
Gratifikasi online; 

g. melaporkan rekapitulasi dan hasil pengelolaan 
penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik 
per triwulan kepada UPG eselon I dengan tembusan 
UPG utama; 

h. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada 
internal dan eksternal di lingkungan kerjanya; 

i. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai 
dengan adanya penetapan status barang oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 

j. menyampaikan hasil penetapan status Komisi 
Pemberantasan Korupsi atas laporan Gratifikasi kepada 
Pelapor, dengan tembusan kepada UPG utama dan UPG 
eselon I; 

k. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka 
pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerjanya; dan 

1. menyampaikan laporan realisasi program pengendalian 
Gratifikasi per triwulan kepada UPG eselon I dengan 
tembusan UPG utama. 



Pasal 16 
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) huruf 
g, ayat (4) huruf g, dan ayat (5) huruf g, paling sedikit memuat: 
a. nama dan alamat Pegawai Negeri dan pemberi Gratifikasi; 
b. pangkat, golongan dan jabatan Pegawai Negeri; 
c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; 
d. uraian jenis, nilai dan/ atau taksiran nilai Gratifikasi; dan 
e. keterangan kronologis penerimaan Gratifikasi. 

BAB VII 
PENGHARGAAN DAN SANKSI 

Pasal 17 
Pelapor yang telah ditetapkan statusnya oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan pelapor penolakan Gratifikasi yang 
telah terverifikasi oleh UPG dapat diberikan penghargaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 
Penerima Gratifikasi yang tidak melaporkan Gratifikasi kepada 
UPG atau Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikenakan sanksi 
administratif atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-undangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 676), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 20 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan• 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Januari 2023 

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BUDI KARYA SUMADI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Januari 2023 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 36 

Salina n sesuai dengan aslinya 

EPA LA Bi RO HUKUM, 

F. aUDI PRAYITNO 



LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 1 TAHUN 2023 
TENTANG 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Formufir Pelaporan Gratifikasi 

KPK 
Kornist Pambarantaaan Koruoa,

LAPORAN GRATIFIKASI 
OaNewton addle& raNwayi popes Marano rimenteilia maps lain KPK 

Fenno* ini Kara...alum SK Newnan ION Norma 1461 Taman 2020 

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI: 

• Lacasan GratlFiLin+ Oen penpu-na graaillupa paling Loribat 30 Ctiga pularn1 Furl Kar)a terfinung sash targgal tpaoraass tamirbia darrana 
dan daaporkan Pagan IneVerlarlbari dolurnan penduating, dokurnen terkait piroenrnasn grattrikao. 

• Pidapor PAPP Marnbankin data dan inkarmeo terkaa laptaan grannian see-ar.i bona dan hvgkap: 

• Laporan Gragilliaa Wet %mat 30 11190 (a.kt.) hen Karp. terhaurg plea tanggal &Padua laesabut darnma p.40poN Ude& dilopaeltert secere 

Ufla dlifthialk/ UMW. dIbillaha Sedan daalnacan p q 6.an. peviyaglian. Mau patrunits-an I /edam Oren spar at pencil,* flukum difityaibui 

1140, nwr4 au penparin Parma di Instaana &sal avowal-a Gtantnast danaatote t'aetul Waal podia mdana 'amnyo. make taparan 

Coal &Hula taffeta* Owl eldak drimilaldargun entalui Plineampan SMtal Geatinkaat 

IRk dapat momenta lumaala Pewee Gratifikali meta manyerahkan uang setaga Isorripeentoo Pa twang ipaRilliasi yang ditatapkan mono/1, math 
Naga0 saloosar maid yang Mc anturn pada Scum Krputuun Pernpinan KPK: 

Prlapor "Arts mentrulaklaryte. SaMat KOStriApan Kepi-m:10.bn Graf trikasi yang catteaplum menladl ma* Nagar& selambatlarnbatnpa diaran 
*Poo 7 !WNW) hen Karp total. nitetaptan. 

Pnapor aura, inernanailti ainentuan KPK. taaa yang diumniurnisan &Mann paraturan ryerfornen, protredbor. sural Pitman 0101, 1.010 14114 pelaporan don liFilk; 

ut) Hamra 30 Taturn .29701 tentang Kona,. Pornbpantacan Ion**. Pei.* lb -terms, pegawn °op.*, ma. PenYSKI, 941..a nctler. 3009 owinetwmb 
graidikarLA ansob melancatan lepowle Korrpi. KiXttplr 

Lepnian 0 ,aterkrn.1 dap. duarnpaikan lie K118 rnetalnil 

• Online 

• Elnell 

• Surat 

Kerahastaan Laporan 
Tanggal Submit 
Kerahasiaan laporan 
Janis Laporan 

[SCUM. tatrtan • esm. ptlapo..n (Laing grAtthk.S. 
King faun Oa C ade1. 
Id den holm lot PrilAir inertia ernaa 
palaporinygranfiLesigeripkg0KIL 

• 01Natorat Gratinhasi, 
60111114 Per-nberantasan Kamp* 
Gadan.JM.114 Pyrdh, 
51 1.111.094,1 PeI sada a NT VIM 6. 

Kec Sat.labtadt Kota jaLeria islatarc I 5940 

1. Nanta Lengkap 

2. Nomor Induk Kependudukan 

3. Terripat Lahir 

4. Tanggal lahir 

5. Instansi 

6. Unit Kerja 

7. Sub Unit Kerja 

8. Jabatan/PangkatiGoiorigan 

9" 101111SIMAIIM52Zi onlynntau...onwn Napa • 
tonagiatea so ea ..a.• dim..01.k0, be tenet arbl.."

Lengicap Prnerima fsestaai KTP) 

12. Narita dan Nomoi HP Pihak yang Clipat 011Kabungt 
(Gun. Menmennudah Ptmes Penang...nen tenors. 

Kara. sartaaran Imparem graglikaffilInd. el•ncsrn cipit-ornrn pworh.11, 11
yang estavan. smarm Wm: 
• FoinfScan Cora. Gratifaueo 
- Soria TugavtIndangan KapPilnaftlaieraryfitunckionvisernda 

• auto Parplanain TnnetrioardIng PalaJNOtelrPong, napan.P.noortena 

• Maim eenavranacYtanda teem& tamp Harlanialtmo.na,m,cla 

Khania Laminae caratillust WU* portals* ponnkkahannmacant ann.: 
own& liansNar 

• K•1141•144•P 14114.-InNan Samehangan 7$ dan Non Kakuaga 

• Polo %ado lyt dart Non Kokomo Prnertrna GraMfikaiii 

• ketedStan teMmItanrauan tam+ 

*Orb tin. MP" lalalsamni 

5•••••11. pertiltkran W4* [Id 

Kecamatan: ICabupatenIKota: Provinsi: 
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ICPK 
0••••••slayet Itormoof 

1. Nan a Lengkap Pernberi 

2. Instansi Pemberi 

3. Alarnat Lenglcap Peniberi 

Hubungan Pemberi-Penerkna Gratifikasi * 

5. Masan Pembedan 

1. Peristiwa terkait Gratifikasi • 

2. Lokasi Objek Gratifikasi * 

3. Jenis/Objek Gratifikasi • 

4. Uraian Jenis/Objek Gratifikasi 
(deskripsi data °boa tp ut.t•hau. bentn.d. 
mere4, tahun pemtruatan, *WINK din 

S. Mai Nominal/Takuran 
marts pa•Aripentardan vertdinl 

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI 
Lennw RI losa dap. narirskt usu.. feinnurhon 

Sterwaya wayb dam 9 PIM, %AM situ 

:o Merupaltan pemberiat dakvn keluarga 
13 Penyedia Barang & jasa/Penerirna LayanaVterkait PengateasonMenvoirs.son 

Antara sesama Pegawao di iingkungan internal inktarni 
13 Idendtas Pemberi tidak diketahui 
13 Lainnya, sebutkan 

1 Sean/rays woo elka rob saUn sau 

: 13 Pemberian dalam rangka pisah sambutipensiurnmutasi jabatanholang tattun 
Pemberian terkait dengan pelaksartaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoicsi) 

13 Pemberian tidak terkait dengan petaidanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) 
o Pemberian terkak dengan pemikahanktpacara adat/agama ainnya atau terkait musibalt/bencana. 

(Kewajiban peaporan tartan perisdwa ini ploa tentapat objek penerionaan gradfikasi baronial lebih 

clan Bp1.000.000,00 sedap pemberian per orang) 
o Keuntungan InyestasiRaardeat dart KoperasitHadiah Undian atau Langsung 

Lainnya. sebutkan 

:o Disimpan Pelapor 
13 Manion* UPG 
13 Dititipkan di KPK Margo doper ran okb Magas KM 

Lainnya. sebutkan_ 

: Hidangan/Olai-olehMakanannainuman kemasan dengan mesa berlaku 
13 Karangan Bungsorindera mataPiakat/Barang dengan logo instansi Pernberi 
13 &sang lamer. sebutkan 
o Tiket perjalanan/Fasatas penginapan/Fasilitas lainnya, sebutkan ....... _ ......  
o Uang/Alat tukar lainnya. sebutkan 

1. Tanggai Penenmaan Gratiftkent 

2. Tanggal Lapor UPG ud. War ine4olo. IJPG) 

3. Tempat Penerirnaan Gratifikasi 

4. Ura Ian tentang proses. terfachnya penerimaan grat !Nov ikapan. cbmana. dengan siapa, bagaimana, dan dalarn rangka apa) 

Pecapor gratifikasi bersedia untuk menyerafikan uang sebagai kompensafa atas barang yang chterimanya 
sebesar nilai yang tertanturn datarn Surat Keputusan Pirripman KPK Pennintaan kompensasi yang Wart 
mend apatkan persetutuan KPK tidak &vat chhatalkan s.epohak dal petapor. 

aporan gratirikaw ini saya sarnpailran dengan sebenar-benarrrya. Saya bersedla menyeraltkan objek grotilikasi kepads BPS ono* proses mann label laniut 
atau status keperralikan gratiRkasi telah dketapkan menjadi milk mega& Apabtla ada yang sargaja heat soya laporkon atau saw, loporkan loestada Kra 
secara tidak brow, make saya bersedia mempertanggungjawabkannye secara huicum sesual dengan peraturan perunciong -undangon yang beriaku den 
bersedia rnemberikan keterangan leak Wolin. 

0 Ya 0 rictah 
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ALUR PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI 
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 1 
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mesomen °Wit
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LEMBAR CHECKLIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN 
HADIAH & FASILITAS 

REVIEW I 
NO PERTANYAAN YA TI DAR 

1 Apakah penerimaan tersebut tennasuk gratifikasi yang perlu 
dilaporkan? 

FORMULA TINDAK LAMM' PENANGANAN ATM HASIL REVIEW  I 

1. 

NO. 
1 

Hasil : 
Review II 

REVIEW II 

2. 

NO. 
1 

Hasil.
catat dan Tidak perlu 

proses 

NO PERTANYAAN TA TIDAK 

1 Apakah obyek penenmaan tersebut masuk kategon makanan / 
rainuman /barang yang cepat busuk atau menuliki masa kadaluarsa? 

FORMULA TINDAK LANAIT PENANGANAN ATM HABIL REVIEW II 

1. 

NO. 
1 

Hasil: 
Instansi 

REVIEW III 

2. 

NO. 

Hashl• 
Review IH 

NO PERTANYAAN TA TIDAK 

1 Apakah penerimaan tersebut tennasuk granfikasi yang terkait 
Kedinasan? 

FORMULA TINDAK  LAICIUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW III 

1. 2. 

NO. NO. Y T , 
1 

Hasil: Hasil 
Review IV KPK 
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REVIEW IV 
NO PEFtTANYAAN VA TIDAIC 

1 Apakah nilai obyek penerimaan tersebut di bawah standar nilai yang 
berlaku diPerseroan atau mensyaratkan batasan nilai? 

FORMULA TIRDAK LANJUT PENANGANAN ATM HAEIIL REVIEW IV 

1. 

NO. 

Hasil : 
lnstansi 

2. 

NO. 

Hashl • 
KPK 

REKOMENDASI PENANGANAN *) INSTANSI KPK 

Nama Pereview Tanggal Review Tanda tangan Pereview 

LEMBAR 
PERSETUJUAN 

Nama Pemberi Persetujuan Tenggal Tanda tangan Pemberi Persetujuan 

Petunjuk Teknis Pengisian Checklist Review Awal 

Penielasan 

1. Isi dengan tanda check (v) pada kolom YA atau TIDAK sesuai hasil review. 
2. Checklist ini dipergunakan sebagai alat untuk memfilter pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas 

yang masuk/ditangani UPG. 
3. Gratifikasi yang tidak perlu adalah segala jenis penerimaan yang tidak perlu dilaporkan 

berdasarkan aturan yang sejalan dengan aturan yang ditetapkan KPK. 
4. makanan/minuman/barang yang cepat busuk/kadaluarsa adalah segala jenis 

makanan/minuman yang memiliki masa manfaat maksimum 30 (tiga puluh) hari clan 
barang cepat busuk adalah karangan bunga. 

s. yang termasuk gratifikasi kedinasan: 
a. diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi; 
b diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan. Pengertian terbuka disini dapat 

dimaknai cara pemberian yang terbuka, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan para 
peserta lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan. 
Contoh: plakat, vandal clan honor. 

c Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama hal jnis, bentuk, 
persyaratan atau nilai. untuk semua peserta clan memenuhi prinsip kewajaran atau 
kepatutan, dan 

d Selain bentuk-bentuk yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan dalam rangkaian kegiatan 
kedinasan. 

6. Standar nilai adalah batasan nilai tertinggi yang ditetapkan instansi atas suatu hadiah/fasilitas 
yang diterima baik atas satu macam atau lebih penerimaan dalam satu waktu, maupun dalam 
periode/rentang waktu tertentu dari pemberi yang sama. Dasarpenentuan standar nilai tersebut 
adalah berpotensi atau tidaknya penerimaan dalam besaran tertentu tersebut terhadap 
pengambilan keputusan oleh si penerima. 
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Contoh Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Unit 

Pengendalian Gratifikasi Utama 

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR . . . 

TENTANG 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI UTAMA 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM .... Tahun 2022 

tentang Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas 

pelaksanaan pencegahan dan pengendalian 

gratifikasi di lingkungan Kementerian 

Perhubungan, perlu dibentuk Unit 

Pengendalian Gratifikasi (UPG) Utama 

Kementerian Perhubungan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri 

Perhubungan tentang Unit Pengendalian 

Gratifikasi Utama Kementerian Perhubungan; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih 

Dan i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

2. Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun Tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6718); 

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 

Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 914); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian . . . 
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Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... 

Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ); 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1438); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI UTAMA 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

PERTAMA Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Utama yang 

selanjutnya di singkat UPG Utama Kementerian 

Perhubungan dengan susunan keanggotaan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Keputusan 

Menteri m i. 

KEDUA UPG Utama Kementerian Perhubungan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

a. mengoordinir program dan pelaksanaan pengendalian 

gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; 

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengendalian 

gratifikasi; 

c. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan 

untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

d. menerima, memverifikasi, menganalisa dan 

mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi; 

e. menerima . . . 
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e. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan 

gratifikasi, dalam hal pegawai melaporkan penolakan 

gratifikasi; 

f. meneruskan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK; 

g. melaporkan rekapitulasi penerimaan dan penolakan 

gratifikasi secara periodik kepada KPK; 

h. menyampaikan hasil pengelolaan penerimaan dan 

penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan 

pengendalian gratifikasi kepada Inspektur Jenderal; 

i. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada 

internal dan eksternal Kementerian Perhubungan; 

j. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai 

dengan adanya penetapan status barang oleh KPK; 

k. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka 

pengendalian gratifikasi. 

1. melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan 

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 

m. menyusun dan mengembangkan Sistem Berbasis 

Teknologi Informatika dan Komunikasi mengenai 

pelaporan dan/atau pencatatan berkoordinasi dengan 

unit terkait. 

KETIGA : UPG Utama Kementerian Perhubungan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab 

kepada Menteri Perhubungan. 

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan 

kegiatan UPG Utama Kementerian Perhubungan 

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Inspektorat Jenderal. 

KELIMA . . . 



- 10 - 

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

(NA MA) 

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 

2. Menteri Perhubungan; 

3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 

5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, 
para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; 

6. Para Anggota yang bersangkutan. 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 

TENTANG 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI UTAMA 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

SUSUNAN KEANGGOTAAN 

UPG UTAMA KEMENTERIAN 

Penanggung Jawab 

Ketua merangkap anggota 

Wakil Ketua I merangkap Anggota 

Wakil Ketua II merangkap Anggota 

Wakil Ketua III merangkap Anggota 
Wakil Ketua IV merangkap anggota 
Wakil Ketua V merangkap anggota 
Sekretaris merangkap Anggota 

Anggota: 

1. Pejabat Fungsional Tertentu; dan 

2. Pejabat Fungsional Umum. 

PERHUBUNGAN 

Inspektur Jenderal 

Sekretaris Itjen 

Inspektur ... 

Inspektur ... 
Inspektur ... 
Inspektur ... 

Inspektur ... 

Korwil / Kepala 
Bagian/Pejabat 
Fungional Tertentu 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

(NAMA) 
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Contoh Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon I 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL.. . 

/KEPALA BADAN... 

NOMOR 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL.../BADAN. . . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL.../KEPALA BADAN..., 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM .... Tahun 2022 tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lin gkungan 

Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan pencegahan dan pengendalian 

gratifikasi di lingkungan Sekretariat 

Jenderal/Direktorat Jenderal . ../Badan..., perlu 

dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat 

Jenderal/Direktorat Jenderal .../Badan....; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Sekretaris 

Jenderal/Direktur Jenderal.../Kepala Badan... 

tentang Pembentukan Unit Pengendalian 

Gratifikasi (UPG) Sekretariat Jenderal/Direktorat 

Jenderal. . ./Badan....; 

1. Undang-Undang . . . 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

8. Peraturan . . . 
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8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 

Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 914); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 815); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... 

Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ... .); 

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1438); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR 

JENDERAL/KEPALA BADAN TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

SEKRETARIAT JENDERAL/ DIREKTORAT 

JENDERAL /BADAN 

PERTAMA Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang 

selanjutnya disingkat UPG Sekretariat 

Jenderal / Direktorat Jenderal /Badan 

dengan susunan keanggotaan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Surat Keputusan m i. 

KEDUA UPG Sekretariat Jenderal/ Direktorat 

Jenderal /Badan  sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a. mengoordinir. . . . 



- 15 - 

a. mengoordinir penyusunan program dan pelaksanaan 

pengendalian gratifikasi di lingkungan UPG Eselon I 

dan UPG UPT di lingkungan kerjanya; 

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

UPG Utama dalam pengendalian gratifikasi; 

c. menyediakan informasi dan perangkat yang 

dibutuhkan untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan 

Kerj anya; 

d. menerima, memverifikasi, menganalisa dan 

mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi; 

e. menerima dan mengadministrasikan laporan 

penolakan gratifikasi, dalam hal pegawai melaporkan 

penolakan gratifikasi; 

f. meneruskan laporan penolakan gratifikasi kepada 

UPG Utama, apabila belum memiliki admin Gratifikasi 

On Line UPG Utama; 

melaporkan rekapitulasi dan hasil pengelolaan 

penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik 

per triwulan kepada UPG Utama dan UPG Eselon I; 

h. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada 

internal dan eksternal di lingkungan kerjanya; 

i. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai 

dengan adanya penetapan status barang oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 

j. menyampaikan hasil penetapan status KPK atas 

laporan gratifikasi kepada pelapor, dengan tembusan 

kepada UPG Utama; 

k. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka 

pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya; 

1. menyampaikan laporan realisasi Program 

Pengendalian Gratifikasi per Triwulan kepada UPG 

Utama. 

g. 

KETI GA Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan 

kegiatan UPG dibebankan pada DIPA Sekretariat 

Jenderal/ Direktorat Jenderal... / Badan... Nomor... 

KEEMPAT . . . 
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KEEMPAT Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur 

Jenderal.../Kepala Badan... ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

SEKRETARIS JENDERAL/ 

DIREKTUR JENDERAL /KEPALA 
BADAN ..... 

NAMA .. . .. 

NIP 

SALINAN Keputusan Setjen/Dirjen/Kepala Badan ... . . ini disampaikan 
kepada: 

1. Menteri Perhubungan; 

2. Sekretaris Jenderal; 

3. Inspektur Jenderal; 

4. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian 
Perhubungan; 

5. Para Anggota yang bersangkutan. 
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS 

JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL.../ 

KEPALA BADAN... 

NOMOR ... 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI SEKRETARIAT 

JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL.../ 

BADAN... 

SUSUNAN KEANGGOTAAN 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

SEKRETARIAT JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL.../BADAN... 

Ketua merangkap anggota Kepala Biro SDM dan Organisasi/ 

Sekretaris Direktorat 

Jenderal/ Sekretaris Badan 

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian yang menangani urusan 

Kepegawaian 

Anggota : Pejabat Fungsional Tertentu; dan/atau 

Pejabat Fungsional Umum 

SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR 

JENDERAL ..../KEPALA BADAN 

NAMA 

NIP.  



- 18 - 

Contoh Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi Unit 

Pelaksana Teknis 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR 

NOMOR 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KANTOR ... . . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KANTOR , 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM .... Tahun 2022 tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan pencegahan dan pengendalian 

gratifikasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis 

Kantor , perlu dibentuk Unit Pengendalian 

Gratifikasi pada Kantor ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Kantor   tentang Unit Pengendalian 

Gratifikasi Kantor 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan i Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun Tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6718); 

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 

Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

914); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 815); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... 

Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

••• .); 

10.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1438); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

KANTOR .... 

PERTAMA Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang 

selanjutnya disingkat UPG Kantor  dengan 

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dan i Surat Keputusan m i. 

KEDUA UPG Kantor .. . sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan UPG 

Utama dan UPG Eselon I dalam pengendalian 

gratifikasi; 

b. menyusun program pengendalian gratifikasi UPG Unit 

Pelaksana Teknis; 

c. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan 

untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan kerjanya; 

d. menerima, memverifikasi, menganalisa, dan 

mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi; 

e. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan 

gratifikasi, dalam hal pegawai melaporkan penolakan 

gratifikasi; 

f. meneruskan laporan penolakan gratifikasi kepada UPG 

Utama atau UPG Eselon I, apabila belum memiliki akun 

admin Gratifikasi On Line (GOL) UPG Utama; 
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KETIGA 

KEEMPAT 

g. melaporkan rekapitulasi dan hasil pengelolaan 

penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik 

per triwulan kepada UPG Utama dan UPG Eselon I; 

h. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada 

internal dan eksternal di lingkungan kerjanya; 

i. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai 

dengan adanya penetapan status barang oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 

menyampaikan hasil penetapan status Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan gratifikasi 

kepada pelapor, dengan tembusan kepada UPG Utama 

dan UPG Eselon I; 

k. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka 

pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya; 

1. menyampaikan laporan realisasi Program Pengendalian 

Gratifikasi per Triwulan kepada UPG Utama dan UPG 

Eselon I. 

UPG Kantor .... sebagaimana dimaksud pada DIKTUM 

Pertama bertanggung jawab kepada UPG Sekretariat 

Jenderal/Direktorat Jenderal .../ B a dan ... 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan 

kegiatan UPG dibebankan pada DIPA Sekretariat 

Jenderal/Direktorat Jenderal ..../Badan .... Nomor .... 
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

KEPALA KANTOR .... 

NAMA 

NIP. 

SALINAN Keputusan Kepala Kantor ... .. ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Inspektur Jenderal; 

2. Direktur Jenderal ... / Kepala Badan.... di lingkungan Kernenterian 

Perhubungan, 

3. Para Anggota yang bersangkutan. 
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA 

KANTOR . . . 

NOMOR ... 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI KANTOR . . . 

SUSUNAN KEANGGOTAAN 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

KANTOR... 

Ketua merangkap anggota Kepala Kantor 

Sekretaris merangkap anggota : Pejabat Struktural dan/atau Pejabat 

Fungsional yang menangani urusan 

Kepegawaian 

Anggota : Pejabat Fungsional Tertentu; dan/atau 

Pejabat Fungsional Umum 

KEPALA KANTOR .... 

NAMA 

NIP.  
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Contoh Format Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) 

Program Pengendalian Gratifikasi 
UPG Utama/Eselon I/UPT *) Kementerian Perhubungan 

Tahun 

No. Nama Kegiatan Uraian 

Kegiatan 

Rencana 

Pelaksanaan 

PIC Keterangan 

. Program... Bulan . . 

2. 

3. 

dst.. 

Ketua UPG Utama/Eselon I/UPT *) 

Nama 

NIP. 

*) Coret yang tidak perlu 
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Contoh Format Realisasi Kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi 

REALISASI KEGIATAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG) TRIWU LAN 

UPG Utama/Eselon I/UPT *) Kementerian Perhubungan 

No. Nama 

Kegiatan 

Uralan 

Kegiatan 

Realisasi 

Pelaksanaan 

Dokumen/Data Dukung 

Realisasi Kegiatan 

Ket. 

Program ... Bulan . .. 

2. 

3. 

dst.. 

Ketua UPG Utama/Eselon I/UPT *) 

Nama 

NIP 

*) Coret yang tidak perlu 

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
," ---G ,...,'1

-(4,-..- mEPALA BIRO HUKUM, 

lArl<1( 

BUDI PRAYITNO 

BUDI KARYA SUMADI 


